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WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-103 -2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ASISTENSI DESA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang :

Mengingat :

a.

L B

TAHUN ANGGARAN 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka mewujudkan desa yang partisipatif
dan mandiri serta percepatan pembangunan desa tepat
sasaran dan sesuai dengan asas manfaat penggunaan dana
desa sehingga memberikan dampak kepada kesejahteraan
masyarakat desa, serta untuk memberikan pembinaan dan
pengawasan terhadap pembangunan desa di Kota
Sawahlunto, maka perlu ditetapkan Tim Asistensi Desa
Kota Sawahlunto Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan Tim Asistensi Desa Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun _ 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

G Y. BESTgeepel | e ISR



10:

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5493), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota
Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa,
Penggunan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2025

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor
98);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

22.

23.

Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Tim Asistensi Desa Kota Sawahlunto Tahun
Anggaran 2025 sebagai berikut :

a.

Nama : RUDI JANUARMAN, S.Sn
NIP : 19770107 200902 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk I-1II/d

Nama : RASWENDY SEP, SH
NIP : 19790991 201001 1012
Pangkat Gol : Penata Muda Tk I-1II/b
Nama : NOFRISON

NIP © 19691103 200901 1002
Pangkat/Gol * Pengatur Tk I-1I/d

Nama - LEO OKTO FERNANDES, A.Md. Kom
NIP - 19891010 202321 1 025
Pangkat/Gol - Pengatur-II/c

Tim Asistensi Desa Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

b.

memberikan bimbingan dan pengawasan dalam
pembangunan di Desa;

memeriksa kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dan
gambar perencanaan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Desa;

melaksanakan peninjauan lokasi kegiatan pembangunan di
Desa;

memberikan legalitas kegiatan pembangunan di desa;
melaksanakan penghitungan hasil pekerjaan pembangunan
di Desa;

mendampingi Desa sewaktu adanya pemeriksaan oleh Tim
Aparat Pemeriksa Interen Pemerintah (APIP) tentang
pekerjaan pembangunan di Desa; dan

memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintah
Desa pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan wilayah tugas
Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU diatur dalam surat tugas Kepala Dinas Sosial,
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU berhak menerima insentif 1% (satu persen) per
kegiatan dari setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Desa yang mengggunakan jasa tim asistensi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal [@ Maret 2025

WALl KOTA SAWAHLUNTO,

ke

RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;

Oy Gtzhr Corihg s

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota .Sawahlunto;
Camat se-Kota Sawahlunto;

Kepala Desa se Kota Sawahlunto; dan

Yang bersangkutan.



